
 
 

 
 

 

 

 
 

WALIKOTA TEBING TINGGI 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
 

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI 
NOMOR  23  TAHUN 2015 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA   

NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka memenuhi kondisi dan permasalahan 

teknis dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi, perlu dilakukan penyempurnaan 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tebing 

Tinggi;  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1092); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

 



 
 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5678); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang 
Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3133); 

10. Peraturan    Pemerintah  Nomor  23   Tahun   2005   tentang 

Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan    
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 



 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun  2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
21. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 
22. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 38 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI. 
 

Pasal  I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi 

Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 
Nomor 38) diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai 

berikut:  
 
 

 



 
 

Pasal 5 
 

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan, Estimasi 
Pertambahan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

 
2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga Lampiran I 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
ini. 

 
3. Setelah Lampiran II ditambahkan 1 (satu) Lampiran baru 

yakni Lampiran III yang berbunyi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Walikota ini. 

 
Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 7 Desember 
2015. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi. 
 

Ditetapkan di Tebing Tinggi 

pada tanggal 28 Desember 2015 
 

WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 

 
    ttd.  

 
 

  UMAR ZUNAIDI HASIBUAN  

 
Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal  28 Desember 2015 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI, 
 

 
               ttd. 
 
 

JOHAN SAMOSE HARAHAP 
 

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2015 NOMOR 23 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi 
 

 
 
Siti Masita Saragih 


